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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi online 

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar 

fisik, melainkan terlebih - lebih hak - haknya yang bersifat abstrak. 

Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan 

perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak - hak konsumen 

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh 

hukum terhadap hak - hak konsumen. Secara umum dikenal 4 (empat) hak 

dasar konsumen, yaitu:  

a) Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right to Safety): 

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan 

jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu 

tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga 

konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani 

terlebih terhadap barang dan / atau jasa yang dihasilkan dan 

dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.  
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b) Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be 

Informed): Setiap produk yang diperkenalkan kepada 

konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara 

lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan 

dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar 

konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang 

keliru atas produk barang dan jasa.  

c) Hak untuk memilih (The Right to Choose): Konsumen berhak 

untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu 

produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan 

dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk 

membeli atau tidak membeli.  

d) Hak untuk didengar (The Right to be Heard): Hak ini 

berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini 

disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang 

berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.  

2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut ketentuan 

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terdapat dua pilihan, yaitu: 

a) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara 

dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu : 
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a.   Gugatan perdata biasa / konvensional; 

b. Gugatan perdata gugatan kelompok atau class action; 

 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen gugatan kelompok atau class 

action telah tercantum pada pasal 46 ayat 1 huruf b yang 

menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha 

dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang 

mempunyai kepentingan yang sama. Dalam hal ini 

gugatan kelompok harus diajukan oleh sekelompok 

konsumen yang benar - benar dirugikan dan dapat 

dibuktikan secara hukum. 

c.    Legal standing. Legal standing merupakan proses 

beracara yang diajukan oleh suatu lembaga dalam hal ini 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM). LPKSM adalah lembaga non-pemerintahan 

yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah guna melakukan 

kegiatan mengenai perlindungan konsumen (nila juniarti, 

2014: 43-44)
26

. 

 

26
Nila Juniarti. “Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Penggunaan Bahasa IndonesiapPada 

Produk Elektronik Rumah Tangga di Kota Pontianak”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 

Tanjungpura Pontianak.mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian 

suatu sengketa. 2014, hlm. 43-44. 
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b. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen 

(dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). 

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 jo. Surat keputusan 

menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 

50/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan yang telah 

dirumuskan pada Pasal 52 diatas, penyelesaian sengketa konsumen 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen 

dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu  

(Yusuf Shofie, 2003: 22-24)
27

 :  

a) Konsiliasi :Konsiliasi ditempuh atas inisiatif salah satu 

pihak atau para pihak, sedangkan Majelis BPSK bersikap pasif 

sebagai konsiliator. Majelis BPSK bertugas sebagai 

pemerantara antara para pihak yang bersengketa. Di dalam 

konsiliasi, seorang konsiliator akan menklarifikasikan 

masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah - 

tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan 

seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) 

penyelesaian suatu sengketa.  

27
Yusuf Shofie, “Penyelesaian Sengketan Konsumen Menurut UUPK”, Citra Aditya Bakti, 2003, 

hlm. 22-24 
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b) Mediasi: Sama halnya dengan konsiliasi, cara mediasi 

ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. 

Bedanya dengan konsiliasi, pada mediasi Majelis BPSK 

bersikap aktif sebagai pemerantara dan penasihat.  

c) Arbitrase: Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan 

cara arbitrase yaitu para pihak menyerahkan sepenuhnya 

kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan 

sengketa konsumen yang terjadi.  

4.2 Saran  

1. Perlu adanya pendaftaran secara hukum yang jelas untuk bisnis online 

agar ada perlindungan yang jelas untuk keterlangsungan bisnis online. 

2. Perlu adanya undang - undang yang tegas secara khusus mengatur 

tentang bisnis online. 

3. Mempelajari segala macam jenis perdagangan via internet / pelajari 

baik - baik dan jangan mudah tertipu. 

4. Masyarakat agar terus mempelajari cara - cara terbaru penipuan via 

internet agar tidak mudah tertipu dengan gaya penipuan baru via 

internet yang ada. 

5. Kenali, waspada dan hindari jika kita melakukan online trading, lebih 

baik bertemu langsung antar penjual dan pembeli. 

 


